
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN SOLOK 

2025  

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2025, 5 HLM.  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 

2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK 

 

ABSTRAK :  

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa 

berdasaekan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Standar Pelayanan 

Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok; 

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang  

Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang• Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang 

Pemilihan Gubemur,   Bupati,  dan Wali Kota Menjadi Undang• 

Undang sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir dengan 

dengan Undang-Undang Nomor   6    Tahun    2020    tentang    

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 

2  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga atas   Undang-Undang 

Nomor   1   Tahun   2015 tentang    Penetapan    Peraturan Pemerintah 

Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2014 tentang  Pemilihan  

Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang• Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  

Tahun  2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun  

2009  tentang  Pelayanan  Publik; Peraturan     Menteri     Negara     

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi 

Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi  dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas,   Fungsi,   Susunan Organisasi,  dan Tata  

Kerja  Sekretariat  Jenderal Komisi   Pemilihan Umum,   Sekretariat   



Komisi Pemilihan   Umum   Provinsi, dan   Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di  Lingkungan Komisi  

Pemilihan  Umum,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penetapan Standar 

Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

CATATAN :  

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Juni 2025. 

- Lampiran 5 (lima) halaman  

  


